BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan
Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten OKU Selatan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.238.159.961.116,00,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.212.837.741.490,00,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.25.322.219.626,00,-. Anggaran seluruhnya dapat direalisasikan sebesar Rp.228.389.979.286,00,- (95,90%) dengan rincian pada Belanja Tidak Langsung realisasinya sebesar Rp.204.086.254.520,00,- (95,89%). Pada Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.24.303.724.766,00 (95,98%).

Anggaran Belanja Tidak Langsung yang tidak terealisasi merupakan sisa perhitungan akres gaji, tunjangan profesi guru (sertifikasi) dan tambahan penghasilan yang anggarannya bersumber dari APBN . Sedangkan sisa anggaran pada belanja langsung adalah dari proses pengadaan barang dan jasa, dan Ketidak  cukupan  waktu  karena  masuk  DPA  perubahan,  Kegiatan  yang  belum terealisasi di Luncurkan  ke tahun anggaran 2019.

Untuk meningkatkan ketercapaian target kinerja keuangan diperlukan pemahaman bersama mengenai  sistem  pengelolaan  keuangan  negara  sebagai  upaya  sinergitas  penyusunan  perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.

Untuk  lebih  jelasnya  realisasi  keuangan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel  di bawah :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam 3 Tahun terakhir dapat dilihat dari 2 parameter, yaitu; (1) berdasarkan tingkat Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagimana ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013; (2) berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagimana ditetapkan dalam PP Nomor 6/2008.

Untuk indikator SPM ditetapkan 7 indikator yang dapat diukur yaitu: (1) jumlah SD/MI yang memiliki minimal 2 guru sudah berijazah S1; (2) Persentase Kepala Sekolah SD/MI yang sudah berijazah S1; (3) persentase Guru SD bersertifikat profesi; (4) persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium IPA lengkap dengan peralatannya; (5) persentase SMP/MTs yang memiliki minimal 70% guru berijazah S1; (6) persentase Kepala Sekolah SMP/MTs yang berijazah S1; (7) persentase guru SMP/MTs bersertifikasi profesi.
Tingkat capaian SPM Tahun 2017 dan perkiraan realisasi Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1) Untuk capaian SPM belum dapat kita sajikan target dan capaiannya.

Untuk realisasi capaian IKK, dari 23 indikator terdapat 18 yang sesuai bahkan melebihi target di 2012, yaitu: (1) angka melek huruf (AMH) (2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, (4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, (5) Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C, (6) Angka Partisipasi Sekolah / Penduduk usia 7 - 12 tahun, (7) Angka Partisipasi Sekolah / Penduduk usia 13 - 15 tahun,  (8) Angka Partisipasi Sekolah / Penduduk usia 16 - 18 tahun, (9) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD, (10) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP, (11) Rasio guru/murid SD, (12) Rasio guru/murid SMP, (13) Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik, (14) Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik, (15) Angka Kelulusan (AL) SD/MI, (16) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, (17) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, (18) Guru SD/SMP yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV. Rincian capaian indikator SPM dan IKK sebagai hasil penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam dua tahun terahir dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan adalah :

1. Belum optimalnya sarana prasarana pendidikan;
2. Belum maksimalnya penyebaran tenaga kependidikan disetiap kecamatan;
3. Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
4. Masih rendahnya rata rata lama sekolah;
5. Belum meratanya jumlah tenaga pendidik yang berkualitas;
6. Masih kurangnya kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat PAUD;
7. Keadaan geografis yang berbukit dan lembah tinggi.
Setelah melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan diatas, maka Dinas Pendidikan melakukan langkah – langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas antara lain :

1. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan;

2. Memaksimalkan penyebaran tenaga kependidikan di setiap kecamatan;

3. Peningkatan Kompentensi tenaga pendidik dan kependidikan;

4. Peningkatan rata – rata lama sekolah;

5. Peningkatan jumlah sekolah unggulan dan sekolah satu atap;
6. Meningkatkan sosialiasi terkait PAUD.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

· Proses yang dilakukan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten OKU Selatan dalam prioritas Pelayanan Pendidikan meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Pelayanan Pendidikan.
· Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ingin dicapai : Tertib Administrasi Perkantoran,

2. Program Pelayanan Pendidikan :

a. Peningkatan layanan pendidikan usia dini
b. Peningkatan layanan pendidikan dasar
c. Peningkatan layanan pendidikan nonformal
d. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik
e. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan
· Penjelasan temuan-temuan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan merupakan Pusat Kendali Pendidikan di Kabupaten OKU Selatan untuk menghimpun data serta meningkatkan pelayanan pendidikan. Terkait dengan hal tersebut komitmen pemerintah harus serba tanggap dan cepat sehingga dalam pengambilan keputusan yang cepat diperlukan sumber daya manusia yang selalu siap mengendalikan arah Pendidikan.

Dalam rancangan Renja Dinas Pendidikan pada tahun 2016-2018 masih banyak dana yang belum dapat di anggarkan, sehingga pada APBD di tahun 2018 Dinas Pendidikan menganggarkan anggaran APBD 2018.
Review terhadap rancangan awal RKPD / Renstra OPD Tahun 2019 dapat dilihat pad tabel berikut :
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dari beberapa program yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019 yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan pada masyarakat yang membutuhkan Pendidikan bertujuan untuk penanganan masalah Pendidikan yang bersifat cepat, tepat, terkoordinasi dan akuntabel. Dalam hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.
Ditinjau dari segi geografis Kabupaten OKU Selatan merupakan salah satu wilayah yang berbukit dan lembah yang tinggi dengan kerawanan ancaman bencana yang dapat menimbulkan kerusakan fisik bangunan maupun kerusakan akses infrastruktur menuju ke pusat pendidikan di Kecamatan-Kecamatan. Untuk itu Pemerintah berusaha memberikan fasilitas pendidikan kepada masyarakat dengan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, baik fisik maupun non fisik yang diusulkan di tahun 2019.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 dapat dilihat pad tabel berikut :
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